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PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG
RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PARIGI MOUTONG,

bahwa penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan bertujuan untuk
perlindungan kepastian hukum dan guna menjamin kepastian berusaha,
perusahaan berfungsi sebagai sumber informasi untuk semua pihak;
bahwa adanya Wajib Daftar Perusahaan penting untuk pemerintah guna
melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan yang dibuat secara
benar dari setiap kegiatan usaha menjamin perkembangan dan kepastian
berusaha;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi

Wajib Daftar Perusahaan;

Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan
Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185) ;

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor
4389);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

11. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 596 Tahun
2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;

12. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 597 Tahun
2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan Dan
Informasi Tanda Daftar Perusahaan;

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Dinas — Dinas Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran
Daerah Tahun 2004 Nomor 7 Seri D Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten
Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2004

Nomor 4 Seri E Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan

BUPATI PARIGI MOUTONG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI WAJIB DAFTAR
PERUSAHAAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
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Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten
Parigi Moutong.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan
bersama DPRD.

Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah
sesuai dengan peraturan Perundang — Undangan yang berlaku.

Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut (WDP) adalah Surat Tanda Daftar
Pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang
telah melakukan pendaftaran perusahaannya.

Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,
Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang
sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.

Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan .

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan .

Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi yang terutang
termasuk pemungut atau pemotong Retribisi tertentu .

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Surat yang oleh
Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang
terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan
Retribusi yang menentukan besarnya Pokok Retribusi.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPAORD, adalah
Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan
Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang
menurut Perundang — Undangan Retribusi Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB

adalah ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi, jumlah kredit
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retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi
dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDKBT, adalah surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah
Retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,
adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan Jumlah Kelebihan Pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang
atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan Retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau
denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT atau SKRDLB yang diajukan oleh
Wajib Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah
data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan Pemenuhan kewajiban
Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Perundang — undangan Retribusi.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Parigi Moutong, yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah dan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Wajib Daftar Perusahaan adalah dipungut Retribusi sebagai

pembayaran atas penerbitan dari Wajib Daftar Perusahaan (WDP).

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Setaip pelayanan atas penerbitan Wajib Daftar Perusahaan baik orang

pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan dalam perusahaan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang wajib memperoleh Wajib

Daftar Perusahaan (WDP).

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Wajib Daftar Perusahaan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
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BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis perusahaan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelengaraan pemberian izin yang

bersangkutan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
(1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas, sebesar Rp. 500.000.
b. Koperasi, sebesar Rp. 100.000.
c. Persekutuan Komanditer (PK/CV) sebesar Rp. 250.000.
d. Firma,sebesar Rp. 250.000.
e. Perusahaan Perorangan, sebesar Rp. 100.000.
f. Badan Usaha lainnya, sebesar Rp. 250.000.
g. Perusahaan Asing sebesar Rp. 1.000.000.
h. Salinan Resmi, sebesar Rp. 50.000.
i. Petikan Resmi, sebesar Rp. 25.000.
j- Buku Informasi Perusahaan hasil olahan Rp. 100.000.

(2) Dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan

dalam Peraturan daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN BAGI HASIL
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 10
(1) Hasil penerimaan retribusi paling banyak 2,5 % (dua koma lima perseratus) diperuntukan
untuk desa dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam pemberian pelayanan.

(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh Desa.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
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